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ABSTRAK



Pengawasan tahapan pendaftaran calon Anggota DPRD Kota Palembang pada Pemilu 2024 menghadapi berbagai permasalahan, terutama terkait keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Bawaslu Kota Palembang. Dari kebutuhan ideal sebanyak 49 personel, hanya tersedia 18 orang dengan beban kerja yang tinggi dan rangkap tugas pada setiap divisi. Kondisi ini diperparah dengan faktor teknis seperti keterlambatan pembentukan KPPS dan pelaksanaan bimbingan teknis penyelenggara Pemilu, yang berpotensi mengganggu efektivitas pengawasan. Selain itu, fokus Bawaslu terpecah karena bersamaan dengan kegiatan lain, seperti seleksi anggota Bawaslu periode baru dan penertiban alat peraga kampanye. Kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan SDM menjadi hambatan utama dalam menjaga kualitas pengawasan, sehingga berisiko memengaruhi legitimasi, integritas, dan ketepatan waktu penyelenggaraan Pemilu di Kota Palembang. Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Pengawasan Tahapan Pendaftaran Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan didukung data kuantitatif. Dalam penelitian ini peneliti bermaksud untuk memperoleh gambaran secara mendalam dan menyeluruh mengenai pengawasan tahapan pendaftaran calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang. Hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan secara umum bentuk pengawasan Pada konteks ini, fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Palembang lebih diposisikan pada pengawasan secara langsung atau partisifatif yang lebih bersifat represif, sehingga peran pengawasan untuk memberikan informasi seawal mungkin sebagai bagian dari sistem peringatan bagi KPU Kota Palembang dan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 dalam bentuk pencegahan,yang berupa imbauan-imbauan

Kata Kunci : 
Pengawasan, Tahapan Pendaftaran Calon Anggota DPRD   
ABSTRACT

The supervision of the registration stage for candidates of the Regional House of Representatives (DPRD) in Palembang City during the 2024 General Election faced various challenges, particularly concerning the limited human resources (HR) within the Palembang City Election Supervisory Body (Bawaslu). Out of the ideal requirement of 49 personnel, only 18 were available, each burdened with high workloads and multiple responsibilities across divisions. This situation was exacerbated by technical factors, such as the delayed formation of polling station working committees (KPPS) and the implementation of technical training for election organizers, which potentially disrupted the effectiveness of supervision. Furthermore, Bawaslu’s focus was divided due to concurrent activities, including the recruitment of new Bawaslu members and the enforcement of regulations on campaign materials. The gap between required and available HR became the main obstacle in maintaining the quality of supervision, thereby posing risks to the legitimacy, integrity, and timeliness of the electoral process in Palembang City. The objective of this research is to examine the supervision of the registration stage for DPRD candidates in Palembang City. This study employs a qualitative approach supported by quantitative data. The researcher aims to obtain a comprehensive and in-depth understanding of the supervision process during the registration stage of DPRD candidates in Palembang City. The findings and discussions indicate that the supervisory function carried out by Bawaslu Palembang City was more positioned toward direct or participatory supervision of a repressive nature. Thus, the supervisory role was primarily directed at providing early information as part of a warning system for the Palembang City Election Commission (KPU) and participating political parties in the 2024 General Election, in the form of preventive recommendations and advisories.
Keywords: Supervision, Registration Stage, DPRD Candidates, Bawaslu, 2024 General Election

PENDAHULUAN


Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berintegritas. Namun demikian, setiap tahapan Pemilu tidak terlepas dari potensi terjadinya kecurangan, manipulasi, penyimpangan, maupun tindakan lain yang dapat menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Praktik tersebut dapat dilakukan oleh berbagai pihak, baik individu, kelompok masyarakat, tim sukses, peserta Pemilu, maupun penyelenggara Pemilu. Kondisi ini menjadikan pengawasan sebagai aspek yang sangat penting dalam menjaga legitimasi serta integritas proses demokrasi.


Pengalaman pada Pemilu serentak tahun 2019 menunjukkan bahwa pelaksanaan Pemilu secara bersamaan, yakni Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat provinsi dan kabupaten/kota, menimbulkan tingkat kerawanan yang lebih tinggi dibandingkan Pemilu sebelumnya. Kompleksitas tersebut menyebabkan meningkatnya beban kerja penyelenggara Pemilu, termasuk Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Oleh karena itu, pengawasan Pemilu yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan Pemilu.


Salah satu tahapan penting dalam penyelenggaraan Pemilu adalah pendaftaran calon legislatif. Di Kota Palembang, pengawasan terhadap tahapan pendaftaran calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada Pemilu tahun 2024 menghadapi berbagai kendala. Kendala tersebut antara lain keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh Bawaslu Kota Palembang serta beban 

kerja yang tinggi. Jumlah SDM yang ada tidak sebanding dengan kebutuhan ideal, sementara pengawas Pemilu juga harus melaksanakan tugas lain seperti penertiban alat peraga kampanye dan kegiatan pengawasan di lapangan. Kondisi ini berpotensi mengurangi efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan, yang pada akhirnya dapat menimbulkan permasalahan lebih lanjut seperti pelanggaran, perselisihan hasil Pemilu, bahkan penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hasil Pemilu.

Berdasarkan uraian di atas perlu dilakukan analisis lebih lanjut tentang “Pengawasan Tahapan Pendaftaran Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang” yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Palembang.  


Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Pengawasan Tahapan Pendaftaran Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang


Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk mengembangkan ilmu administrasi publik, khususnya bagi kalangan akademisi mengenai pengawasan tahapan pendaftaran calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengawasan

Pengawasan menurut Fahmi yang dikutip oleh Erlis Milta Rin Sondole dkk, bahwa pengawasan secara umum didefinisikan sebagai cara suatu oganisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi Milta (2015:652)


Robert J. Mockler berpendapat bahwa pengawasan manajemen adalah suatu usaha sitematik untuk menetapkan standart pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standard yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpanganpenyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan. Zamani (1998:132)

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan, bahwa pengawasan adalah proses untuk menjaga agar kegiatan terarah menuju pencapaian tujuan seperti yang direncanakan dan bila ditemukan penyimpangan-penyimpangan diambil tindakan koreksi.
2. Pemilihan Umum
Menurut 1Firmanzah, 12011: 1272). 1Pemilihan 1umum 1adalah 1pasar 1politik 1tempat 1individu 1atau 1masyarakat 1berinteraksi 1untuk 1melakukan 1kontrak 1sosial 1(perjanjian 1masyarakat) 1antara 1peserta 1pemilihan 1umum 1(partai 1politik/perorangan) 1dengan 1pemilih 1(rakyat) 1yang 1memiliki 1hak 1pilih 1setelah 1terlebih 1dahulu 1melakukan 1serangkaian 1aktivitas 1politik 1yang 1meliputi 1kampanye, 1propaganda, 1iklan 1politik 1melalui 1media 1massa 1cetak, 1audio 1(radio) 1maupun 1audio 1visual 1(televisi) 1serta 1media 1lainnya 1seperti 1spanduk, 1pamflet, 1selebaran 1bahkan 1komunikasi 1antar 1pribadi 1yang 1berbentuk 1face 1to 1face 1(tatap 1muka) 1atau 1lobby 1yang 1berisi 1penyampaian 1pesan 1mengenai 1program, 1platform, 1azas, 1idiologi 1serta 1janjijanji 1politik 1lainnya 1guna 1meyakinkan 1pemilih 1sehingga 1pada 1pencoblosan 1dapat 1menentukan 1pilihannya 1terhadap 1salah 1satu 1partai 1politik/peserta 1perorangan 1yang 1menjadi 1peserta 1pemilihan 1umum 1untuk 1mewakilinya 1dalam 1badan 1legislatif 1maupun 1eksekutif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan didukung data kuantitatif. Dalam penelitian ini peneliti bermaksud untuk memperoleh gambaran secara mendalam dan menyeluruh mengenai pengawasan tahapan pendaftaran calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang. 


Definisi operasional diartikan semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana cara menyusun variabel, seingga dapat memberikan suatu informasi ilmiah yang amat membantu penelitian lain yang ingin menggunakan variabel yang sama (Arikunto, 2010:27).          

Dalam penelitian ini yang menjadi indikator pengukurannya sebagai berikut :
1. Menetapkan Standar
a. Target (Hasil yang diinginkan)
b. Tujuan dan Target Organisasi
2. Menetapkan Pengukuran
a. Pengecekan Kebenaran yang dilakukan
b. Tingkan Ketelitian dalam Pengawasan
3. Menetapkan Membandingkan
a. Hasil yang dicapai
b. Standar yang ditetapkan

4. Melakukan Tindakan

Keputusan mengambil Tindakan Koreksi atau Perbaikan


Dalam penelitian ini analisis yang digunakan, yaitu metode analisis deskriptif kualitatif, dimana analisis ini digunakan untuk menggambarkan pelaksanaan kegiatan pengamanan lingkungan lembaga pemasyarakatan dan menganalisa kegiatan pengawasan tahapan pendaftaran calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang, sehingga dapat diketahui kemajuan atau pencapaian tahapan sesuai teori yang digunakan.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Menetapkan Standar
a. Target (Hasil yang diinginkan)

Target adalah kegiatan menentukan sasaran, yaitu tindakan memilih satu atau lebih sasaran untuk dicapai. Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa target adalah kegiatan menentukan sasaran atau batas ketentuan untuk dicapai dengan suatu perencanaan. Target kebijakan adalah batas ketentuan instansi/lembaga mengenai suatu hasil kebijakan berdasarkan perencanaan-perencanaan yang telah ditetapkan instansi atau organisasi.


Berdasarkan hasil wawancara diatas dapatlah dikatakan bahwa target (hasil yang diinginkan) dari kegiatan pengawasan tahapan pendaftaran calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang, bahwa tujuan dari kegiatan Pengawasan sub tahapan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal 1calon 1anggota 1DPRD 1harus 1sesuai 1dan 1berpedoman 1pada 1Surat 1Edaran 1Nomor 125 1Tahun 12023 1tentang 1Petunjuk 1Pelaksanaan 1Pengawasan 1pendaftaran 1Bakal 1Calon 1Anggota 1Dewan 1Perwakilan 1Daerah 1Serta 1Pengajuan 1Bakal 1Calon 1Anggota 1Dewan 1Perwakilan 1Rakyat, 1Dewan 1Perwakilan 1Rakyat, 1Daerah 1Provinsi, 1dan 1Dewan 1Perwakilan 1Rakyat 1Daerah 1Kabupaten/Kota. 1
b. Tujuan dan Target Organisasi

Tujuan dan target Organisasi dalam hal ini pengawasan tahapan pendaftaran calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang.


Berdasarkan hasil wawancara diatas dapatlah dikatakan bahwa untuk pengawasan tahapan pendaftaran calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang, yaitu tujuan Bawaslu Kota Palembang ini melibatkan pemantauan yang cermat terhadap proses pencalonan calon legislatif untuk DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Pertama, bertujuan untuk menilai tingkat kepatuhan para calon terhadap persyaratan dan regulasi yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini mencakup pemenuhan syarat administratif, perolehan dukungan masyarakat, dan keterbukaan informasi terkait rekam jejak calon. Melalui analisis yang mendalam, pengawasan ini akan memberikan gambaran yang akurat mengenai sejauh mana calon-calon tersebut mematuhi aturan yang berlaku. 

2. Menetapkan Pengukuran
a. Pengecekan Kebenaran yang  dilakukan
Berdasarkan data dan wawancara yang diperoleh penulis di lapangan tentang, pengecekan kebenaran yang dilakukan dari proses dari kegiatan pengawasan tahapan pendaftaran calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang dijelaskan oleh salah satu Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palembang, bahwa “untuk pengecekan kebenaran yang dilakukan dari proses kegiatan pengawasan tahapan pendaftaran calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang dengan melakukan pengawasan yang melibatkan berbagai aspek, tetapi tidak terbatas pada pemenuhan syarat calon, kepatuhan terhadap regulasi yang mengatur pemilihan umum, transparansi,serta potensi konflik kepentingan, analisis mendalam terhadap temuan pengawasan juga akan disajikan guna memberikan pemahaman yang komprehensif terkait permasalahan yang mungkin timbul selama proses pencalonan. Pentingnya pemilihan umum yang adil, transparan, dan bersih tidak hanya berkaitan dengan legitimasi pemerintahan, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap proses demokratis. Oleh karena itu, pengawasan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan integritas dan kualitas proses pemilihan umum di Indonesia, terutama dalam konteks pencalonan legislatif di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.”

b. Tingkat Ketelitian dalam Pengawasan

Dari wawancara serta data yang telah diuraikan dapatlah dikatakan bahwa untuk tingkat ketelitian dalam Pengawasan Tahapan Pendaftaran Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang Bawaslu Kota Palembang melakukan beberapa strategi dengan cara melakukan pembagian tim verifikator yang dilaksanakan pada 31 Mei s.d 2 Juni 2023, Bawaslu Kota Palembang juga membagi tim pengawasan sesuai dengan pembagian verifikator yang ada. terdapat parpol yang terverifikasi dari kelompok verifikator per tanggal 31 Mei 2023 Dimana pengawasan proses verifikasi administrasi dilakukan mulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB, langkah ini dilakukan Bawaslu Kota Palembang agar tingkat ketelitian dalam pengawasan tahapan ini dapat terlaksana dengan baik.

3. Menetapkan Membandingkan
a. Hasil yang dicapai

Hasil yang dicapai dari Pengawasan Tahapan Pendaftaran Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang, bahwa Bawaslu sudah melakukan pengawasan ini dengan sebaik-baiknya, sampai pada tahapan penetapan calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Palembang sebagaimana yang tertuang pada lampiran Keputusan KPU Kota Palembang Nomor 299 Tahun 2023 tentang penetapan calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Palembang
b. Standar yang ditetapkan
  Dari wawancara serta data yang telah diuraikan dapatlah dikatakan bahwa untuk standar yang ditetapkan dari Pengawasan Tahapan Pendaftaran Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang yaitu sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dalam pelaksanaan pengawasan pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada pemilu tahun 2024, Bawaslu Kota melakukan Pengawasan baik secara langsung ataupun dengan cara melohat pada wesite SIPOL, pada tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ada beberapa sub tahapan yang dilaksanakan
4. Melakukkan Tindakan


Melakukan tindakan (Action) adalah keputusan mengambil tindakan koreksi-koreksi atau perbaikan. Bilamana telah terjadi penyimpangan (deviasi) antara standar dengan realisasi perlu melakukan tindakan follow-up berupa mengoreksi penyimpangan yang terjadi.


Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan penulis dengan informan dapatlah dikatakan bahwa keputusan Mengambil Tindakan koreksi-koreksi atau perbaikan pengawasan tahapan pendaftaran calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang, secara garis besar dari poin yang menjadi catatan rekomendasi terlihat bahwa Bawaslu Kota Palembang lebih memposisikan fungsi pengawasanya pada pengawasan yang bersifat Represif atau dengan kata lain melakukan pencegahan berupa surat himbauan-himbauan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kota Palembang.
KESIMPULAN  


Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian maka dapat diketahui kesimpulan dalam penelitian ini antara lain:

1. Pengawasan Tahapan Pendaftaran Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang, sudah berjalan dengan efektif, untuk dimensi menetapkan standar (standards) dengan dimensi target (hasil yang diinginkan), Bawaslu Kota Palembang merupakan lembaga untuk melakukan semua tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kota Palembang.

2. Untuk dimensi menetapkan pengukuran (Measurement) dengan indikator Pengecekan Kebenaran Yang Dilakukan yaitu Melakukan pengawasan secara langsung di KPU Kota Palembang, pengawasan melekat dibagi dalam beberapa sub tahapan diantaranya: 1). Pengumuman Pengajuan bakal calon, Pengumuman DCS dan Pengumuman DCT. 2). Proses Pengajuan bakal calon anggota DPRD yang dilaksanakan oleh partai politik, 3). Verifikasi Administrasi, untuk dimensi tingkat ketelitian dalam pengawasn dituangkan dalam bentuk rencana kerja disertai dengan penjadwalan serta keterlibatan berbagai pihak dari dalam maupun luar KPU Kota Palembang.
3. Dimensi Menetapkan Membandingkan (Copmpare) dengan sub dimensi hasil yang dicapai terlaksananya pengawasan tahapan pendaftaran calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang, sedangkan sub dimensi standar yang ditetapkan tugas fungsi Bawaslu Kota Palembang sebagaimana  Pengawasan yang sesuai dengan Peraturan 1Badan 1Pengawas 1Pemilihan 1Umum 1Nomor 18 1Tahun 12023 1Tentang 1Pengawasan 1Pencalonan 1Anggota 1DPR, 1DPD, 1DPRD 1Provinsi 1dan 1DPRD 1Kabupaten/Kota, 1dalam 1pelaksanaan 1pengawasan 1pencalonan 1anggota 1DPR, 1DPRD 1Provinsi, 1dan 1DPRD 1Kabupaten/Kota 1pada 1pemilu 1tahun 12024, 1amanat 1Undang-Undang 1Nomor 17 1Tahun 12017 1tentang 1Pemilihan 1Umum 1dengan 1fungsi 1dari 1Bawaslu 1Kota 1Palembang 1itu 1sendiri 1melakukan 1fungsi 1Pengawasan, 1pencegahan 1dan 1penindakan.
4. Dimensi 1Melakukan 1Tindakan 1(Anction) 1keputusan 1Mengambil 1Tindakan 1koreksi-koreksi 1atau 1perbaikan 1Pengawasan 1yang 1sesuai 1dengan 1Peraturan 1Badan 1Pengawas 1Pemilihan 1Umum 1Nomor 18 1Tahun 12023 1Tentang 1Pengawasan 1Pencalonan 1Anggota 1DPR, 1DPD, 1DPRD 1Provinsi 1dan 1DPRD 1Kabupaten/Kota, 1dalam 1pelaksanaan 1pengawasan 1pencalonan 1anggota 1DPR, 1DPRD 1Provinsi, 1dan 1DPRD 1Kabupaten/Kota 1pada 1pemilu 1tahun 12024. 1
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